
SALIT.IAN

BUFATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PtrRATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 72 TAHUI{ 2OT7

IENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKS.\NA TEKNIS
PADA DINAS PBRDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAI{A KECIL

DAN MBNENGAH

DENGAN] RAH\,IAT TUHAN YAi\IG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

: a. bahwa urltuk meningkatkan pelayanan pelatihan
ketrampilan kcrja bagi masyarakat, perlu membentuk unit
teknis yang rnenangani secara mandiri;

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
dalam hunrf a, perh.r menetapkan Peraturan Bupati tentang
Organisasi dan 'Iata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jarva Tengah;

2. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2O7I tentang
Pembentukan Peraluran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 82, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Dae'ah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan. Lembaran
Negara Repubiil< Incionesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor t) Tahun 2075 tentarrg Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahar: Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56i9;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Ncmor II4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5887);

6. Peraturan Merrteri Dalam Negeri Nomtr 12 Tahun 2OIT
tentang Pedornan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Menimbang

Mengingat



7.

8.

Peraturar', Daerah l(abupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016
tentang KeduCukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga I{erja (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2OIo Nornor 99).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TtrI'tr'IANG
KBRJA UNIT PELAKSANA
PERDAGAI\TGAN, TENAGA KERJA,
DAN MENENGAH.

ORGANISASI DAN 'IATA
TEIilIS PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL

BAB I
KBTEN'IUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah aderlah I(abupaten l(aranganyar.
2, Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan petnerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otouom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adala.tr Sekretaris Daerah Kabupaten

Karanganyar.
5. Drnas adalah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga

Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah I(abupaten
Karanganyar.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adaiah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis
penunjang tertentu Dinas.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang s:lanjutnya disingkat
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten l(aranganyar.

9. Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang
bertanggung jawa.b mengendalikan pelaksanaan kegiatan
yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.

10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur
Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan
kegiatan pelayanein publik serta adrninistrasi
pemerintahan rlan pembangunern.

i1. Jabatan Fungsionai adaiah sekeirrrnpok jabatan yarrts
berisi fungsi dan lugas berkaitan dengan peiayaiia;i
fungsional yang bcrdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Menetapkan



(1)

(2)

(1)

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN

ORGANISASI

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk organisasi dan
Tata Kerja UPT pada Dinas.
UPT sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) aciarah Balai
Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, Kelas A.

Pasai 3
UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (2) merupakan Lrlrsur pelaksana teknis operasional
Dinas yalrg dipimpir oleh seorang Kepala UFrl yang
selanjutnya disebut Kepala BLK berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kepala BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
I(epala BLK dalam melaksanakan tugas dibantu oleh, seor.ang
Kepala Tata Usaha BLi(.
Kepala sub Bagian Tata ljsaha BLK sebagairnana dimaksud
dalam pada ayat (3) rnerupakan jabatan eselon IV.b atau
jabatan Pengawas.
Bagan organisasi l3LIi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidal< terpisahkan
dari Pelaturan Bupati ini.

Pasal 4
Susun:rn Organisasi Balai Latihan Kerja terdiri dari :

a. I{epala BLK;
b. Kepala Sub Bagian'lata Usaha;
c. Jabatan Pelaksana; darr
d. Jabatan Fungsional.

Pasal 5
BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan,/atau teknis penunjang bidang
pengelolaan pelatihan kerja masyarakat.
Rincian tugas Kepala BLK terdiri clari :

a. menyiapkan penyusllnan rencana kegiatan teknis
operasional dan/atau teknis penunjang bidang
pengelolaan pelatihan l<erj a;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
teknis .perasional dan/atau teknis penunjang bi,latrg
pengelolaarn pelertihe.n ke rj a;

c. melaksanakan kegiatan pelatihan kerja;
d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiata' teknis

operasional dan/atau teknis penunjang biclang
pelatihan kerja; dan

e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang
berlaku.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLK terdiri
dari :

a. melaksanakan penyusllnan rencana kegiatan
administrasi umufir, kepegawerian, perlengkapan,
kerr-rmahtanggaan, keuangan, perencanaan da'
pelaporan bidang pengelolaan pelatihan kerja;

(2)

(3)

(4)
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menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan
administrasi Ltmum, kepegawaia.n, perlengkapan,
kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan
pelaporan biclang pengelolaan pelatihan kerja;
melaksanakan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan,
keuangan, perencanaan dan pelaporan bidang
pengelolaan pelatihan kerja;
menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kogiatan
adrninistrasi Lln-^llm, kepegawaian, perlengkapan,
kerumahtanggaan, keuangan, perencanaan dan
pelaporan bidang pengelolaan pelatihan lrerja; dan
melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang
berlaku.

tsAB III
TATA KERJA

Pasal 6
Kepala BLK dalam mela,ksanakan tugas menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Cengan yang
dipimpinnya.
Kepala BLK melaksanakan sistem pengendalian internal di
lirrgkungan masing -rnasing.

Kepala BLK bertanggung jawab mernimpin
mengoordinasikan, menberikan pengarahan dar^ petunjuk
terhadrlp pelaksar-raan tugas be.wahan.
Kepala BLK rnelaksanakan pembinaan dan peltgawasan
pengawasan terhadap tugas bawahan.

Pasiil 7
Kepala BLK werjib rnen)/arnpaikan laporan berkala kepad:r
Kepala Dinas secara tepat Can sesuai ketentuan.

Pasai B
Dalam melaksanakan tugtrs l(epala tsLK wajib melakukan
koordinasi rlengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian dan l(epala Seksi pada Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Pada saat Peraturan l3upati ini mulai berlaku, maka
Peraturan l3upati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016
tentang Pembentukan unit pelaksana Teknis pada
Dinas/Badan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 119),
sepanjang ya::19 menqzrtur tentang UpT pada Dinas,
dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.
Pejabat yang saat ini melaksanakan tugas sebagai Kepala
UPT tetap melaksanakan tugasnya sampai drtet.pkannya
pejabat baru berdasarkern Peraturan Bupati ini.

b.

c.

d.

e.
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F

Peraturan tsupati
diundangkan.

Pasal 10
irri mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, nremerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal B Agustus 2OIT

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYI,TMONO
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2OT7 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATE;\ NGANYAR
Kepala Hukum,

ZU
NIP. 197 99903 1 009



F
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGAN YAR
I\IOMOR T2TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PEI,AKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERDAGANGAN, TB,\AGA KERJA,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL

DAN MENENGAH

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYA'IMONO

Kepala Dinas

Kepala BLK

Jabatan Fungsional Jabatan Pelaksana


